
 
 

WALIKOTA YOGYAKARTA 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 

 
NOMOR   19   TAHUN  2020 

TENTANG 

 

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN 
KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 
 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan transparansi 

penyaluran dana kelurahan di lingkungan  Pemerintah Kota 

Yogyakarta, maka perlu adanya penetapan dana alokasi umum 

tambahan bantuan pendanaan kelurahan;  

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan 

Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di 

Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; 

 

Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat  dan Dalam Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4236); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

 



 

 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang 

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prsarana Kelurahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata 

Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 

2020; 

10. Peraturan Daerah Nomor  4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta 

Tahun 2007 Nomor 51 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 



 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI 

UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA. 

 

BAB  I   

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud : 

1. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya 

disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan 

pendanaan bagi kelurahan di Daerah yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan 

prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.  

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta. 

3. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 

rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, 

bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.  

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. Kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat 

kecamatan. 

6. Daerah adalah Kota Yogyakarta. 

7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasal 2  

(1) Maksud disusunnya Penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 

Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pedoman 

kepada Kelurahan dalam hal perencanaan anggaran, penatausahaan 

keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan.  

(2) Tujuan disusunnya Penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 

di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan tertib 

administrasi Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan. 

 
 

BAB II 
ALOKASI ANGGARAN 

Pasal 3 

(1) DAU Tambahan  Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk mendanai 

kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Jumlah alokasi anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 

dalam APBD 2020 sebesar Rp15.750.000.000,00 (lima belas milyar tujuh ratus 

lima puluh juta rupiah). 

(3) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sebesar 

Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 

(4) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagikan kepada 

seluruh Kelurahan secara merata.  

 

BAB III 
PENYALURAN 

Pasal 4 

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan melalui 

mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Sistem 

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 
SISA ANGGARAN 

Pasal 5  

Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan 

Bantuan Pendanaan Kelurahan, Daerah menganggarkan kembali pada APBD 

Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan: 

a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang 

keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai 

kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan; dan 

b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang 

keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendana 

kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai 

prioritas. 

 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6  

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta. 
 

 
 

Ditetapkan di Yogyakarta 

Pada tanggal 3 Februari 2020 

WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 

 ttd 

 

        HARYADI SUYUTI 

 
Diundangkan di Yogyakarta. 

pada tanggal  3 Februari 2020 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA 

 
 

 ttd 

 
   AMAN YURIADIJAYA 

 
 
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 19 


